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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:  

1. Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Wisata Alam 

Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah sudah dilaksanakan melalui 

strategi yang didukung oleh proses perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan kebijakan. Namun strategi dalam ketiga tahapan proses 

pengimplementasian kebijakan pengembangan pariwisata tersebut belum 

dilakukan secara optimal.  

2. Faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan pengembangan 

pariwisata di Wisata Alam Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah yaitu 

faktor Komunikasi antar organisasi pelaksana, Sikap pelaksana, dan 

Lingkungan eksternal telah sepenuhnya mendukung dalam implementasi 

kebijakan tersebut. Sedangkan faktor Standar dan isi kebijakan, Sumber 

daya, dan Karakteristik organisasi pelaksana selain telah mendukung 

sekaligus menghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan 

pariwisata di Wisata Alam Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah. 

 

B. Implikasi Penelitian 

1. Implikasi Teoritis 

a. Kajian administrasi publik sebagai pengkombinasian secara kompleks 

antara teori dan praktik bertujuan untuk melakukan promosi guna 

https://www.tempo.co/tag/lombongo
https://www.tempo.co/tag/lombongo
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memahami pemerintah dalam kaitannya dengan masyarakat yang 

diperintah, dan juga memberi dorongan kebijakan publik, sehingga 

memberikan respons terhadap kebutuhan sosial. Implikasi teoritis 

penelitian ini untuk mengembangkan ilmu administrasi publik khususnya 

untuk mengembangkan kebijakan publik dalam strategi dan proses 

implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Wisata Alam 

Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah berdasarkan 3 aspek, yaitu: a) 

Perencanaan kebijakan, b) Pelaksanaan kebijakan, dan c) Pengawasan 

kebijakan, serta faktor-faktor apasaja yang menentukan implementasi 

kebijakan pengembangan pariwisata di Wisata Alam Lombongo 

Kecamatan Suwawa Tengah, yaitu: a) Standar dan tujuan kebijakan, b) 

Sumber daya, c) Karakteristik organisasi pelaksana, d) Komunikasi antar 

organisasi pelaksana, e) Sikap pelaksana, dan f) Lingkungan eksternal 

(politik, sosial, ekonomi). 

b. Peneliti lain dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu rujukan, 

sumber informasi dan bahan referensi untuk mengembangkan kajian-

kajian kebijakan publik dalam implementasi kebijakan pengembangan 

pariwisata. 

2. Implikasi Praktis 

a. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Kabupaten Bone Bolango, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Provinsi Gorontalo, serta Balai Taman Nasional Bogani Nani 

Wartabone Resort Bone memiliki alternatif pengambilan keputusan 
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untuk mengembangkan pariwisata di Wisata Alam Lombongo 

Kecamatan Suwawa Tengah melalui perbaikan standar dan isi kebijakan 

kebijakan, peningkatan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana 

pariwisata. Selain itu, meningkatkan komunikasi yang efektif, serta 

memperkuat dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah untuk 

pengembangan pariwisata di Wisata Alam Lombongo Kecamatan 

Suwawa Tengah. 

b. Penelitian ini sebagai wahana latihan dan pengembangan kemampuan 

peneliti dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang telah diperoleh 

selama perkuliahan. Selain itu, meningkatkan peran dan fungsi peneliti 

sebagai Warga atau penduduk Wisata Alam Lombongo Kecamatan 

Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Peneliti pernah menjabat Kepala Desa Lombongo Kecamatan Suwawa 

Tengah Kabupaten Bone Bolango, sehingga dalam proses pengumpulan 

data melalui wawancara kepada informan atau observasi kegiatan pelayanan 

pariwisata kemungkinan dapat menghasilkan beberapa jawaban yang 

bersifat subjektif.  

2. Subjektivitas juga ditunjukkan dari pernyataan yang dikemukakan pihak 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango, Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Gorontalo, serta Balai Taman 

Nasional Bogani Nani Wartabone Resort Bone ada juga yang tidak selaras 

satu dengan yang lainnya. 
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3. Untuk melihat faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan 

pengembangan pariwisata dibatasi pada teori menurut Metter & Horn 

mengenai faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan dapat 

diukur dari 6 aspek. Masih terdapat pendekatan lainnya yang dapat 

digunakan sebagai pembanding, seperti teori George C. Edwards (Edwards 

III), Charles O. Jones, dan Jan Merse. 

 

D. Saran 

1. Untuk membangun dan mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan di 

Wisata Alam Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah hendaknya dapat 

dilakukan dengan harmonisasi kebijakan sebagai suatu proses penyelarasan 

atau penyerasian peraturan kebijakan yang hendak atau sedang disusun 

terkait dengan pengembangan pariwisata di Wisata Alam Lombongo 

Kecamatan Suwawa Tengah, agar peraturan kebijakan yang dihasilkan 

sesuai prinsip-prinsip kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang 

baik, serta tidak merugikan berbagai pihak khususnya wisatawan.  

2. Penyelenggaraan pariwisata di Wisata Alam Lombongo Kecamatan 

Suwawa Tengah dapat dipihakketigakan kepada pihak swasta yang 

kompoten. Untuk selanjutnya, pihak ketiga yang ditunjuk dan diberikan 

kewenangan oleh Pemerintah Provinsi/ Kabupaten ini melakukan 

penyusunan SOP mengenai pengembangan pariwisata di Wisata Alam 

Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah. 

 

 

https://www.tempo.co/tag/lombongo
https://www.tempo.co/tag/lombongo
https://www.tempo.co/tag/lombongo
https://www.tempo.co/tag/lombongo
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